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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2 / s6r /K/ 41 1.01 3 / 2O2s

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum dan Perumahan Ra1ryat
Nomor 17 /PP.f lM/2015 tentang Komisi Irigasi, dan
dikarenakan telah habis masa kerja Komisi Irigasi Kabupaten
Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tenteng
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201,9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 17 /PRT/M/2O15 tentang Komisi Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun
2003 tentang Irigasi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2S;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daeraf,
Tahun Anggaran 2o2s sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2o2s tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2S;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
IRIGASI KABUPATEN NGANJUK.

Membentuk Komisi lrigasi Kabupaten Nganjuk, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah membantu Bupati dengan tugas sebagai berikut:

a. pada daerah irigasi < 1000 Ha yang utuh dalam kabupaten
mempunyai tugas:
1. merumuskan rencana kebijakan untuk

mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi
sungai;

2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagran
air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;

3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

4. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi
lahan beririgasi;

5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan
oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan
data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi,
pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis
tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

6. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi
jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana,
pemeliharaan, dan rehabilitasi;

7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi
pengelolaan aset irigasi;

8. memberikan pertimbangan dan masukan atas
pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan
daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi;

9. memberikan masukan atas penetapan hak/guna pakai
air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi
kepada badan usaha, badan sosial, ataupun
perseorangEln;



10. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi
permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan,
kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;

1 1. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses
penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

12. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya
menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

13. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai
program dan progres, masukan yang diperoleh, serta
melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu)
tahun.

b. pada daerah irigasi 1000-3000 Ha yang berada dalam
Kabupaten mempunyai tugas:
1. mengusulkan rumusan renca.na kebijakan kepada

gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan
kondisi dan fungsi irigasi;

2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian
dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan
lainnya;

3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk
diteruskan kepada gubernur;

4. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan
oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan
data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi,
pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis
tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk
diteruskan kepada gubernur;

5. merumuskan rencana pemelihara€rn dan rehabilitasi
jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana,
pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada
gubernur;

6. memberikan masukan dalam rangka evaluasi
pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada
gubernur;

7. memberikan pertimbangan dan masukan atas
pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan
daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;

8. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas
penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak
guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan
sosial, ataupun perseorangan;

9. membahas dan memberikan pertimbangan dalam
mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat
kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;

10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses
penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

1 1. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya
menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

12. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota,
mengenai program dan progres, masukan yang
diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan
selama 1 (satu) tahun.



c. pada daerah irigasi > 3000 Ha yang berada dalam Kabupaten
mempunyai tugas:
1. mengusulkan rumusan kebijakan untuk

mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi
irigasi kepada Menteri;

2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian,
dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan
lainnya;

3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengeloraan
irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk
diteruskan kepada Menteri;

4. merumuskan rencana tata tanam yang tetah disiapkan
oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan
data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi,
pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis
tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk
diteruskan kepada Menteri;

5. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi
jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana,
pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada
Menteri;

6. memberikan masukan dalam rangka evaluasi
pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada
Menteri;

7. memberikan pertimbangan dan masukan atas
pemberian tzin aJokasi air untuk kegiatan perluasan
daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi;

8. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas
penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak
guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan
sosial, ataupun perseorangan;

9. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi
permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan,
kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;

10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses
penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

1 1. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya
menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

12. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai
program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh
serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun

d. pada daerah irigasi Desa mempunyai tugas:
1. merumuskan rencana kebijakan untuk

mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi
sungai;

2. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

3. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi
lahan beririgasi;

4. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan
oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan
data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi,
pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis
tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;



5. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian
dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan kepert-r"r,
lainnya;

6. memberikan pertimbangan dan masukan atas
pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan
daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi;

7. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai
air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi
kepada badan usaha, badan sosial, ataupun
perseorangan;

8. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi
permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan,
kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;

9. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses
penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya
menjaga keandalan dan keberlanjutan 

"i"t.- irigasiidan
11. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai

program dan progres, masukan yang diperoleh, serta
melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu)
tahun

KETIGA Masa keq'a Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk selama 3
(tiga) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas Komisi Irigasi bertanggung jawab
kepada Bupati.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.

KEENAM Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nganjuk Nomor 1881379 /K/ 4ll.Ol3 /2022 tentang
Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan aslinya

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

HUKUM,

SUTRISNO S.H
Pembina I

PALA

NrP. 19680s0 t99202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2 / s6t / K/ 4tt.Ot3 / 2O2s
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN NGANJUK

NO. KEDUDUKAN
DALAM
KOMISI

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

1 2 3
1 Pengarah Bupati Nganjuk
2 Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangiinan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
3 Ketua Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk
4 Sekretaris I Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
5 Sekretaris II Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas

Pertanian Kabupaten Nganjuk
6 Anggota 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris

Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, dan

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

3. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk

4. 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

5. 5 (lima) orang Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Dinas Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Nganjuk

6. 5 (lima) orang staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

7. 5 (lima) orang wakil dari Gabungan Himpunan Petani
Pemakai Air (HIPPA) pada wilayah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

BAG
dengan aslinya
IAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Pembina tI
NrP. 19680501 t99202 1 001

MARHAEN DJUMADI


